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B. SARAN

1. Bagi masyarakat, disarankan untuk segera mencatatkan setiap perkawinan
secara resmi di indtansi yang berwenang agar hak-hak keperdataan anak
yang lahir dapat terlindungi dengan sempurna sejak awal tanpa harus
melalui proses pengesahan di pengadilan.

2. Bagi pemerintah dan aparat penegak hukum, diharapkan dapat
meningkatkan sosialisasi tentang pentingnya pencatatan perkawinan guna
mencegah timbulnya permasalahan hukum di kemudian hari, serta
memberikan kemudahan dalam proses pengesahan anak untuk menjamin

kepastian hukum dan perlindungan hak-hak anak.
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